
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1312, 2018 KPU. Kampanye Pemilu. Perubahan Kedua. 

 

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 

tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat substansi 

pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 

Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 yang perlu 

dilakukan penyesuaian; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang 

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan 

Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal 

Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on 
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Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna 

Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition 

of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina 

mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

(Vienna Convention on Consular Relations and Optional 

Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations 

Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3211); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1306); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara 

www.peraturan.go.id



2018, No. 1312 
-3- 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG KAMPANYE 

PEMILIHAN UMUM. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 

2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat 

(3) dan ayat (4), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 25 

(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum 

dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). 

(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik 

di internal Partai Politik, dengan metode: 

a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta 
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Pemilu dan nomor urutnya; dan 

b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan 

secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling 

lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan 

dilaksanakan. 

(3) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang 

mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus 

atau karakteristik Partai Politik dengan 

menggunakan metode: 

a. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada 

umum; 

b. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat 

umum; atau 

c. media sosial,  

yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai 

Politik di luar masa Kampanye sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). 

(4) Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang 

memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus 

atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, 

media elektronik, dan media dalam jaringan yang 

memuat tanda gambar dan nomor urut Partai 

Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye 

selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum 

dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2).  

 

2. Ketentuan huruf a dan huruf c ayat (3) Pasal 32 diubah, 

sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32 

(1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat 

Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 23 ayat (1) huruf d. 

(2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. baliho, billboard, atau videotron; 
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